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a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan 
pengembangan dan pelaksanaan Alokasi Dana 
Desa, serta mempermudah dalam penerapan 
pemberian dana kepada desa maka perlu 
dilakukan pengaturan kebijakan pelaksanaan 
Alokasl Dana Desa di Kabupaten Labuhanbatu; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 12 
Tahun 2007 yang menyatakan bahwa 
Pemerintah Daerah menylsihkan baglan den 
dana perimbangan keuangan pusat dan daerah 
yang pembagiannya untuk Desa secara 
proporsional yang merupakan alokasl dana 
desa; 

c. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 12 
Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan 
Daerah dlsebutkan tata cara, teknls pelaksanaan 
penyaluran dan pedoman penggunaan alokasl 
dana desa yang diterima oleh Desa diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Bupati; 

d. bahwa berdasarkan pert.imbangan sebagaimana 
dlmaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c 
pertu menetapkan Peraturan Bupatl tentang 
Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasl Dana Desa 
di Kabupaten Labuhanbatu. 

Menlmbang 

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU 
NOMOR 13 TAHUN 2012 

TENTANG 
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA 

DI KABUPATEN LABUHANBATU 

DENGAN RAHMATTIJHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LABUHANBATIJ, 

(_ 

BERJTA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU 
NOMOR 13 TAHUN 2012 NOMOR 13 



,. . 
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1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dlubah 
beberapa kall terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undanq-Undanq Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerfntahan Daerah; 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerlntahan Daerah; 

3. Peraturan Pemerlntah Republik Indonesia Nomor 
72 Tahun 2005 tentang Desa; 

4. Keputusan Menterl Dalam Negeri Nomor 130 
Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Dalam Negerl; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan 
Desa; 

7. Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 37 
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa; 

8. Peraturan Menterl Dalam Negerf Nomor 53 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah; 

9. Keputusan Menter1 Dalam Negerl Nomor 130 
Tahun 2007 tentang Organlsasl dan Tata Kerja 
Departemen Dalam Negeri; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu 
Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu 
Nomor 12 Tahun 2007 tentang Sumber 
Pendapatan Desa; 

Mengingat 

... 



Besamya Alokasl Dana Desa pada maslng-maslng desa dltetapkan leblh 
lanjut dengan Keputusan Bupatl untuk setiap tahunnya. 

Pasal 3 

Pedoman sebagalmana dlmaksud pada Pasal 1 dlgunakan sebagal dasar 
dalam pelaksanaan Alokasl Dana Desa di llngkungan desa dalam wllayah 
Kabupaten Labuhanbatu. 

Pasal 2 

Menetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasl Dana Desa 
Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana termuat dalam Lamplran 
Peraturan lnl. 

Pasal 1 

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA 
DI KABUPATEN LABUHANBATU 

Menetapkan 

MEMUTIJSKAN: 

Memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Republlk Indonesia 
Nomor 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 perihal 
Pedoman AJokasl Dana Desa dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa; 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu 

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Struktur 
Organlsasl dan Tata Kerja Lembaga Teknls 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu sebagalmana 
yang telah dlubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Labuhanbat\J Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Labuhanbatu. 



A~AN HARAHAP 
PEMBINA nNGKAT I 
NIP. 19640910 199703 1 001 

Pit. SEKRETARIS DAERAH, 

Nomor 12> Tahun 2012 
Tanggal J fvl~ -:lot J. 

Diundangkan dalam Berlta Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu 

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR 

dto 
BUPAn LABUHANBAT\J, 

Ditetapkan di Rantauprapat 
pada tanggal 01 Mei 2012 

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati lnl maka Peraturan Bupati 
Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Labuhanbatu Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum 
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Labuhanbatu dlnyatakan 
dicabut dan tldak berlaku lagi. 

Pasal 5 

Peraturan Bupatl lnl mulal berlaku pada tanggal dlundangkan. Agar 
setlap orang mengetahuinya, memerlntahkan pengundangan dengan 
penepatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Labuhanbatu. 
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1. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, daerah memilil<i kewenangan 
membuat kebljakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam 
memberl pelayanan, peningkatan peran serta, penlngkatan 
prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan 
bagi kesejahteraan masyarakat. 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perfmbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah dlprioritaskan 
untuk mellndungl dan menlngkatkan kualltas kehidupan 
masyarakat dalam upaya memenuhl kewajiban daerah. 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 12 Tahun 
2007 tentang Sumber Pendapatan Daerah. 

4. Otonoml desa harus dlpahaml sebagal kewenangan desa untuk 
mengatur dan mengurus kepentlngan masyarakatnya sesual 
dengan kondlsl dan soslal budaya masyarakat setempat. 
Dengan pemahaman yang demlklan, poslsl desa yang memillkl 
otonoml desa berkedudukan sangat strategls sehlngga 
memerlukan perhatlan selmbang dalam penyelenggaraan 
otonoml daerah. Dengan otonoml desa yang kuat akan 
berpengaruh secara slgnlflkan terhadap perwujudan otonoml 
daerah. Oleh karena ltu vlsl yang dlkembangkan adalah 
"terwujudnya otonoml desa yang kuat untuk mendukung 
otonomi daerah". 

5. Oalam rangka penguatan otonoml desa guna mendukung 
pelaksanaan otonoml daerah, desa dlharapkan dapat 
menyelenggarakan urusan pemerlntahan umum desa dan 
pembangunan desa serta pelayanan kepada masyarakat secara 
leblh balk dan lancar. 

I LATAR BELAKANG 

Lamplran : Peraturan Bupatl labuhanbatu 
Nomor : 13 Tahun 2012 
Tanggal : 01 Mel 2012 

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA 
DI KABUPATEN LABUHANBATU 

• 



1. Menlngkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam 
melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan 
dan kemasyarakatan sesual kewenangannya. 

2. Menlngkatk.an kemampuan lembaga kemasyarakatan di 
desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendallan 
pembangunan secara partJslpatif sesual dengan potensl 
desa. 

3. Menlngkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan 
bekerja dan kesempatan berusaha bagl masyarakat desa. 

• 

B. TWUAN 

A. MAK.SUD 
Alokasl Dana Desa (ADD) yang merupakan bantuan keuangan 
dart Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu kepada Pemerintah 
Desa yang berasal darl Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu, dlmak.sudkan untuk 
memblayal program pemerfntahan desa dalam melaksanakan 
keglatan pemerlntahan dan pemberdayaan masyarakat. 

II. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN ALOKASI DANA DESA 
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6. Untuk itu desa sangat memertukan anggaran untuk memblayal 

keglatannya. Akan tetapi sltuasi dan k.ondisl keuangan yang 
dimilild oleh pemerlntah desa sebaglan besar maslh belum 
memungldnkan untuk dapat membiayal kebutuhannya sendlri 
dalam menjalankan kegiatannya. 

7. Desa·desa yang ada di wllayah Kabupaten Labuhanbatu, pada 
umumnya memerlukan bantuan keuangan dari Pemerintah 
Ka bu paten guna menunjang dan memperlancar 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. 
Termasuk Badan Permusyawarahan Desa (BPD) yang juga 
memeriukan anggaran tersendiri guna mendukung operasional 
keglatannya. 



1. Desa Pantal adalah Desa yang letak geograflsnya dlpesislr 
pantaf yang secara umum berada pada kawasan yang 
terkena arus pasang surut. 

2. Desa TertJnggaf adalah Desa yang terlsollr dan mempunyal 
keterbatasan dalam lnfrastrul<tur bagl pemenuhan 
kebutuhan dasar masyarakat. 

3. Desa Perl<ebunan adalah Desa yang sebaglan besar atau 
minima! 2/3 (dua pertJga) wllayah admlnlstraslnya 
merupekan HGU Perkebunan. 

4. Desa Dataran Blasa adalah Desa yang relatif mudah 
dljangkau dan dldukung oleh lnfrastruktur yang leblh balk 
bagl pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. 

llpologi Desa adalah menjadl satu slstem dalam 
penerapan ADD Minimal dan ADD Proporsional yang dibagl 
sesual dengan kondlsi dengan karakteristlk Desa sebagal 
berlkut: 

Alokasl Dana Desa (ADD) untuk setiap desa ditentukan 
dengan menggunakan rumus berdasarakan asas merata dan 
adil serta memperhatlkan 1lpologl Desa. 

A. KETENTUAN UMUM 

m. ALOKASI DANA DESA 

Sasaran utama Alokasl Dana Desa adalah: 
1. Meningkat:nya efektlfltas penyelenggaraan pemerlntahan 

desa. 
2. Menlngkatnya pelaksanaan pembangunan Desa. 
3. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat. 
4. Meningkat:nya partislpasl dan pemberdayaan masyarak.at 

desa. 

C. SASARAN 
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4. Mendorong penlngkatan swadaya gotong royong 
masyarakat. 



1. Pengelolaan keuangan Alokasl Dana Desa merupakan 
bagian yang tldak terpisahkan dari pengleolaan keuangan 
desa dalam APBDesa. 

2. Keglatan yang dldanal oleh ADD dimusyawarahkan antara 
Pemerintah Desa dengan masyarakat dan dituangkan 
dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa, dllaksanakan dan dlevaluasl secara terbuka 
dengan mellbatkan seluruh unsur masyarakat di desa. 

3. Seluruh keglatan harus dapat dlpertanggung jawabkan 
secara admlnlstrasl, teknls dan hukum. 

4. Alokasl Dana Desa dllaksanakan dengan menggunak.an 
prinslp hemat, terencana, terarah dan terkendall. 

5. Alok.asi Dana Desa tfdak dfperkenankan untuk gantf rugl 
tanah, bangunan-bangunan mercusuar (tldak memlllkJ nllal 
manfaat ekonomls dan soslal, mlsalnya tugu batas 
desa/dusun, gapura, dll} maupun untuk pembangunan 
tempat lbadah. 

A. UMUM. 
Secara umum agar pemanfaatan dana ADD dapat mencapal 
tujuan yang dllnginkan, maka pengelolaan dana ADD herus 
berpegang pada prinslp-prinsip sebagai berikut : 

'IV. PENGELOLAAN DAN SASARAN PENGGUNAAN ADD 

Rincian Pengalokaslan ADD adalah sebagal berlkut : 
1. ADD Minimal sebesar 60 % darl jumlah ADD keseluruhan 

dialokaslkan pada semua desa secara merata. 
2. ADD Proporslonal sebesar 40 % dart jumlah ADD 

keseluruhan, 60 o/o diberikan secara merata untuk desa 
pantal, desa tertJnggal dan Desa Dataran Blasa sedangkan 
40 % dlbagikan khusus kepada Desa Pantai dan Desa 
Tertinggal. 
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Alokasl Dana Desa sebagalmana dlrnaksud Point b dlatas 
adalah : 

Sasaran Alokasi Dana Desa sebagalmana dlmaksud pada Point 
a adalah : 
1. Blaya operaslonat penyelenggaraan Pemerlntah Desa 

sebesar 35 %. 
2. Blaya operaslonal BPD sebesar 25 %. 
3. Tambahan penghasllan Kepala Desa dan Perangkat 

Desa lalnnya sebesar 40 %. 

Sasaran Penggunaan ADD adalah : 
a. Alokasl dana sebesar 30 % yaltu untuk belanja Aparatur 

dan blaya operaslonal Pemerintahan Desa. 

b. Alokasl dana sebesar 70 % yaltu untuk blaya 
pemberdayaan masyarakat dan pembangunan 
lnfrastruktur serta penlngkatan ekonomi kerakyatan. 

4. Meningkatkan pengamanan nllai-nilal keagamaan, soslal 
budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial. 

5. Menlngkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat 

6. Menlngkatkan pelayanan pada masyarakat Oesa dalam 
rangka pengembangan keglatan sosial dan ekonomi 
masyarak.at. 

7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong 
masyarakat. 

penganggaran 
pern berdayaa n 

perencanaan 
ditingkat Desa 

2. dan 
serta 

Meningkatkan 
pembangunan 
masyarakat. 

3. Menlngkatl<an pembangunan infrastruktur pedesaan. 

Tujuan ADD adalah : 
1. Menanggu1angl kemlsl<Jnan dan mengurangl kesenjangan 

sosial. 
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B. SASARAN PENGGUNAAN ADD 



llm Koordlnasl, Monitoring dan Evaluasl Program Alokasl Dana 
Desa (ADD) dan Bantuan Desa/Kelurahan Lalnnya di 
Kabupaten Labuhanbatu terdlrl dari : 

A. Tingkat Kabupaten 

Guna menunjang efektifas pengelolaan ADD dlbentuk 
llm Koordlnasl, Monitoring dan Evaluasf llngkat Kabupaten 
dltetapkan dengan Keputusan Bupatl dan llm Pendamping llngkat 
Kecamatan yang dltetapkan dengan keputusan camat serta Tim 
pelaksana ADD di tlngkat desa dltetapkan dengan Keputusan 
Kepala Desa. 

INSTrTUSI PENGELOLA ADD v. 

Alokasl Dana Desa (ADD) adalah merupakan salah satu sumber 
penerlmaan keuangan Desa dan dalam penggunaannya harus 
terleblh dahulu dltuangkan dalam APBDesa yang dltetapkan 
dengan Peraturan Desa (Perdes). Pembangunan Infrastruk:tur 
dan keglatan lain yang bersumber darl ADD harus dilengkapl 
dengan plank merk yang memuat informasl tentang keglatan 
yang dllakukan. 
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1. Pembangunan lnfrastruktur pedesaan sebesar 70 %, 

kecuall Desa Perk.ebunan makslmal 50%. 
2. Bantuan modal usaha kelompok masyarakat (Pokmas) 

minimal sebesar 10% sedangkan untuk Desa Perk.ebunan 
minimal sebesar 30%. 

3. Bantuan blaya operaslonal LKMD at.au sebutan lain dan 
at.au Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa lalnnya 
(LPMD) sebesar 5 %. 

4. Bantuan biaya operaslonal Tim Penggerak PKK Desa 
sebesar 5 %. 

5. Bantuan blaya operasional untuk Pos Pelayanan 
Terpadu (Posyandu) sebesar 3%. 

6. Bantuan blaya Keglatan keagamaan dan pemblnaan 
generasi muda sebesar 5 %. 

7. Bantuan biaya penyaluran Raskin Desa 2 %. 



Tim Koordlnasl, Monitoring dan Evaluasl llngkat Kabupaten 
memillkJ tugas : 
a. Merumuskan kebljakan tentang ADD dan pemanfaatannya. 

b. Menentukan besamya ADD yang dlterlma oleh Desa 
berdasarkan rumusan yang telah dltetapkan. 

c. Melakukan soslallsasl secara luas tentang kebl1akan, data 
dan lntormasl tentang ADD. 

d. Membantu llm Pendamplng llngkat Kecamatan untuk 
memberlkan pelatihan/orlentasl kepada llm Pelaksana 
Desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban 
keuanqen desa. 

d. Kasubbld/kasubbag dan para staf terkalt pada Badan 
PMPD/K Kabupaten Labuhanbatu sebagal Anggota. 

Sekretariat nm Koordlnasl, Monitoring dan Evaluasl Program 
Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Desa/Kelurahan 
Lalnnya di Kabupaten L.abuhanbatu terdlrl dari : 
a. Kepala Badan PMPD/K Kabupaten Labuhanbatu sebagai 

Penanggungjawab. 

b. Kab!d Ekbang Sosbud pada Badan PMPD/K Kabupaten 
Labuhanbatu sebagal Ketua. 

c. Kasubbld Pembangunan Desa/Kelurahan pada Badan 
PMPD/K Kabupaten Labuhanbatu sebagal Sekretarls . . ~ 
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a. Bupati Labuhanbatu sebagal Pembina. 

b. Wakll Bupatl Labuhanbatu sebagai Pengarah. 

c. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagal Ketua. 

d. Aslsten Pemerintahan dan Aslsten Ekonoml Pembangunan 
dan Kesos Setdakab Labuhanbatu sebagal Wakll Ketua. 

e. Kepala Badan PMPD/K Kabupaten L.abuhanbatu sebagai 
Sekretaris. 

f. Badan/Dinas/Kantor terkait, Kabag Setdakab Labuhanbatu 
dan Kab!d pada Badan PMPD/K Kabupaten Labuhanbatu 
sebagal Anggota. 



llm Pendamping llngkat Kecamatan mempunyal tugas 
melakukan verlfikasl atas seluruh keglatan ADD balk dalam 
tahapan perencanaan maupun dalam pelaksanaan. Secara 
rinci tugas Tim Pendamplng Tingkat Kecamatan adalah 
sebagal berlkut : 
1. Memblna dan mengkoordlnaslkan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam 
wllayah kecamatan. 

2. Mengumpulkan data serta menglventansasl rencana 
penggunaan ADD untuk dlsesualkan dengan APBDesa 
yang sudah dltetapkan agar tldak terjadl tumpangan tlndlh 
pemblayaan. 

3. Membantu Tim Pelaksana Desa dalam menyusun rencana 
teknls penggunaan ADD beserta kelengkapannya. 

4. Melaksanak.an Soslallsasl tentang ADD. 

llm Pendamping tingkat Kecamatan dltetapkan dengan 
Keputusan Carnet, dengan susunan keanggotaan sebagi 
berikut: 
a. Camat sebagal penanggung jawab. 
b. Sekretarls kecamatan sebagal Ketua. 
c. Kasi Kesos dan PMD sebagal Sekretaris. 
d. Kasi Tata Pemer1ntahan sebagal anggota. 
e. Kasi Trantlb sebagal anggota. 
f. UPTD terkalt sebagal anggota. 

B. Tingkat Kecamatan 

,, 
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e. Melakukan Fasllitas pemecahan masalah berdasarkan 
pengaduan masyarakat serta plhak lalnnya dan 
mengkoordinaslkan pada Inspektorat Labuhanbatu. 

f. Melakukan kegiatan pemblnaan, monitoring dan evaluasf 
pelaksanaan ADD bersama dengan llm Pendamplng 
llngkat Kecamatan dalam setJap proses tahapan keglatan. 

g. Melaporkan hasil keglatan pelaksanaan ADD kepada Bupatl 
sebagal bahan untuk penyusunan dan pengambilan 
kebljakan selanjutnya. 



Tim Pelaksana Desa memlllkJ tugas: 
a. Menyusun perencanaan penggunaan ADD yang mellbatkan 

BPD, LKMD dan lembaga kemasyaral<atan lalnnya untuk 
membahas masukan dan usulan untuk dltuangkan dalam 
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. 

b. Mensoslallsasikan Rencana Penggunaan ADD kepada 
seluruh masyarakat melalul rapat/pertemuan, 
pengumuman dltempat-tempat strategls untuk 
mendapatkan tanggapan masyarakat. 

c. Mengajukan permohonan pencalran dana, melakukan 
penatausahaan keuangan dan melaksanakan kegiatan 
serta menyampalkan laporan pertanggungjawaban. 

Tim Pelaksana Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Desa, dengan susunan keanggotaan sebagal berikut: 
1. Kepala Desa sebagal Penanggung Jawab. 
2. Sekretaris Desa sebagal Ketua. 
3. Kepala Urusan Pembangunan sebagal Sekretarls. 
4. Bendahara Desa sebagal Bendahara. 
5. Kepala Urusan Pemerlntahan, Kepala Urusan 

Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Umum dan para 
Kepala Dusun, LKMD dan/atau sebutan laln, TP PKK serta 
2 orang Tokoh masyarakat sebagal anggota. 
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5. Bersama Tim Kabupaten memfasilitasl Tlm Pelaksana Desa 

tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD. 
6. Melakul<an pemantauan/pengendallan terhadap proses 

keglatan ADD di Desa. 
7. Memfasllitasi pemecahan masalah jlka dljumpai ada 

permasalahan dalam pelaksanaan ADD. 
8. Menyusun Rekapitulasl laporan perkembangan 

pelaksanaan keglatan ADD kepada Tim Kabupaten setlap 
bulan sebagalmana (Form 1). 

C. Tingkat desa 

, 



2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tlngkat desa 
(Musrenbangdes). 
Pemerlntah Desa bersama-sama Tim Pelaksanaan Desa, 
BPD, LKMD dan lembaga kemasyarakatan yang ada di 
desa (seperti PKK, RT/RW, Karang Taruna, dll) dengan 
dlfasllltasl camat rnelakukan Musrenbangdes guna 
membahas usulan atau masukan tentang rencana keglatan 
pembangunan dltJngkat desa termasuk rencana 
penggunaan ADD, dengan berpedoman kepada pr1nslp 
prinslp anggaran dan PJMD (Perencanaan Partlslpatlf 
Pembangunan Masyarakat Desa}. Penetapan rencana 

1. Pra musyawarah 
Tim Fasllltas Tingkat Kabupaten mengadakan soslallsasl 
kepada camat dan Tim Pendamplng Tingkat Kecamatan, 
Kepala Desa dan Tim Pelaksana Desa, Ketua BPD, serta 
ketua lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa, 
mengenal Pedoman Umum Alokasl Dana Desa Kabupaten 
Labuhanbatu. 

ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa dan 
penggunaan ADD Terintegrasi dalam APBDesa. Oleh karena itu 
perencanaannya dlbahas dalam forum musrenbangdes yang 
prosesnya adalah sebagal berlkut : 

A. MEKANISME PERENCANAAN ALOKASI DANA DESA 

VI. MEKANISME PERENCANAAN, PENY ALU RAN DAN 
PENCAIRAN SERTA PELAKSANAAN KEGIATAN ADD 
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d. Bertanggungjawab secara flslk dan keuangan terhadap 

seluruh pelaksanaan keglatan. 
e. Memperslapkan dan melengkapl buktl-buktl pengeluaran 

yang sah terhadap penggunaan ADD termasuk penyetoran 
PPN dan PPh sebagal dokumentasl pertanggungjawaban 
pengelolaan Dana ADD. 

f. Melaporkan perl<embangan pelaksanaan keglatan ADD 
setlap bulan kepada Ttm Pendamping Tingkat Kecamatan 
sebagalmana (Form 2}. 

> 

--~ 



a. Dana ADD dlanggari<an set!ap tahunnya pada Belanja 
Bagi Hasll APBD Kabupaten Labuhanbatu. 

b. Pemerlntah Desa wajlb membuka Rekening Kas Desa 
pada Bank Sumut Unit terdekat dengan speslmen tanda 
tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa. 

c. Kepala Desa mengajukan pennohonan penyaluran 
Alokasi Dana Desa kepada Bupatl Labuhanbatu melalul 
Badan PMPD/K setelah dllakukan verlfikasl oleh Tim 
Pendamplng Kecamatan. 

d. Badan PMPD/K Kabupaten Labuhanbatu meneruskan 
berkas permohonan berikut lamplrannya kepada Kepala 
SKPKD Kabupaten Labuhanbatu. 

e. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 
(SKPKD) menyalurkan Alokasl Dana Desa langsung dart 
Kas Daerah ke rekenlng Pemerlntah Desa yang 
bersangkutan. 

B. MEKANISME PENCAIRAN KOMPONEN ADD DALAM 
APBD KABUPATEN 
1. UMUM 

Hasil musrenbangdes dapat dikategoril<an menjadl 2 (dua) 
kelornpok, yaltu : 

Program-program yang dapat dlblayal dalam APBDesa 
tahun bersangkutan sebagalmana (Fonn 3). 
Program-program yang tidak diblayal dalam APBDesa 
tahun bersangkutan dan menjadl usulan ke tingkat 
Kabupaten melalul Musrenbang tlngkat kecamatan 
sebagaimana (Form 4). 
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keglatan pembangunan yang dldanal dengan ADD 
dldasarl<an pada skala priorlt:as pembangunan tlngkat 
desa. Hasil pembahasannya merupakan bahan masukan 
untuk perencanaan dan penyusunan APBDesa. 

• 



Pelaksanaan keglatan sebagalmana dltetapk.an 
dalam APBDesa yang pemblayaannya bersumber darf 
ADD sepenuhnya dllaksanakan oleh Tim Pelaksana 
Desa dengan mengacu pada Peraturan Perundang 
undangan yang berlaku. 

3. PELAKSANAAN KEGIATAN 

a. Tim pelaksana Desa yang akan mencairk.an Dana ADD 
tahun berk.enaan supaya mengajukan permohonan 
pencalran Dana dan Rencana Penggunaan Dana (RPO) 
serta pengambllannya dapat dimohonkan secara 
keseluruhan (sebagalmana Form 5) 

b. Tim Pelaksana Desa mengirimkan permohonan 
pencairan ADD kepada Trm Pendamping Tlngkat 
Kecamatan untuk dilakukan veriflkasl/penelitian 
dokumen APBDesa, RPD, LK/RAB dan Serita Acara 
Musyawarah Desa. 

c. Selanjutnya camat meneruskan berk.as permohonan 
dlmaksud kepada Bupatl melalul Badan PMPD/K 
Kabupaten Labuhanbatu. 

d. Sadan PMPD/K Kabupaten Labuhanbatu 
menyampalkan permohonan beserta dokumen lalnnya 
kepada SKPKD untuk dlproses dan dlreallsasl. 

e. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) 
menyalurk.an Alokasl Dana Desa langsung dart Kas 
Daerah ke Rekenlng Pemerintah Desa di maslng 
maslng Bank Sumut Unit yang telah dihunjuk. 

t. Pencalran dana di masing-maslng Bank Sumut Unit 
dllakukan oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa 
sesual Rencana Penggunaan Dana (RPD). 

g. Bendahara Desa membayarl<an kepada Tim Pelaksana 
Keglatan berdasark.an kemajuan pelaksanaan keglatan 
dlsertal dengan buktl-buktl pengeluaran yang sah. 
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2. MEKANISME PENCAIRAN KOMPONEN ADD DALAM 

APBDESA 'II 



Kepala Desa wajlb memberlkan laporan keterangan 
pertanggungjawaban kepada BPO. Dlsamping ltu juga 
mempunyal kewajlban menyampalkan lnformasl pokok-pokok 
pertanggungjawaban kepada rakyat. Namun demlklan BPD 
juga berhak untuk menanyakan dan/atau memlnta keterangan 
leblh lanjut terhadap hal-hal yang bertallan dengan 
pertanggungjawaban dimaksud. 

.. 

Pertanggungjawaban ADD terlntegrasl dengan 
pertanggungjawaban APBDesa, sehlngga bentuk 
pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban 
APBDesa. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerlntahan Daerah, dalam hal laporan 
pertanggungjawaban Kepala Desa pada dasamya 
bertanggungjawab kepada Rakyat Desa yang dalam tata cara 
dan prosedur pertanggungjawaban dlsampalkan kepada 
Camat. 

A. PERTANGGUNGJAWABAN ADD 

VII. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ADD 
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Beberapa hal yang perlu diperhatlkan sebagal lndikator 
keberhasilan pelaksanaan ADD antara lain : 
a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang 

Alokasi Dana Desa dan penggunaannya. 
o. Menlngkatnya Partislpasl masyarakat dalam 

musrenbang desa dan pelal<sanaan pembangunan 
desa. 

c. Terjadi slnergl antara keglatan yang dlblayal ADD 
dengan proqram-proqrarn pemerintah lainnya yang ada 
di desa. 

d. Menlngkatnya swadaya masyarakat. 
e. Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan 

pembangunan desa Semakln menlngkat. 
f. Kelompok masyarakat penerima manfaat semakln 

menlngkat jumlahnya. 
g. Terjadlnya peningk.atan pendapatan asll desa. 

• 



b. Laporan Akhlr 
Laporan akhlr darl penggunaan alokasl dana desa 
mencakup perkembangan pelaksanaan dan 
penyerapan dana, masalah yang dihadapl dan 
rekomendasl penyelesalan hasll akhlr penggunaan 
ADD. 
Adapun susunan laporan akhlr pelaksanaan 
penggunaan Alokasl Dana Desa sebagal berikut : 
1) Pendahuluan. 
2) Program kerja dlbldang penyelenggaraan 

pemerlntahan desa dan pemberdayaan 
masyarakat. 

a. L.aporan serkara 
laporan mengenal pelaksanaan penggunaan dana ADD 
dlbuat secara runn setlap bulannya yang memuat 
reailsasl penerlmaan ADD dan reallsasl belanja dengan 
menggunakan Form 2. 

1. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendallan untuk 
mengetahul peri<.embangan proses pengelolaan dan 
penggunaan ADD. 

Khusus untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai 
dari ADD, beberapa hal yang perlu dlperhatlkan dalam 
pelaporan ADD adalah sebagai berikut : 

B. PELAPORAN ADD 

Kepala Desa membuat Surat pertanggungjawaban ternadap 
pencairen Dana ADD sert.a laporan akhlr tahun dan 
disampaikan oleh Tlm Pelaksana Desa ke Tim Pendamplng 
llngkat Kecamatan dan llm Pedamping Tlngkat Kecamatan 
mengevaluasr surat pertanggungjawaban yang disampalkan 
Tlm Pelaksana Desa dengan bukti Berita Acara Evaluasl dan 
dlsampalkan kepada Bupati Labuhanbatu c/q. Tlm Pendamping 
Tingkat Kabupaten. 
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VIII.PENGAWASAN ADD 

2. Penyampalan laporan bulanan dan laporan akhlr 
pelaksanaan keglatan dllaksanakan secara hirali(l yaitu dart 
Tim Pelaksana Desa kepada Tim Pendarnplng Tlngkat 
Kecamatan dan selanjutnya Tim Pendamplng Tingkat 
Kecamatan merekapltulasi seluruh laporan Tim Pelaksana 
Desa untuk dlsampalkan kepada Supatl Cq. 'Tlm Kabupaten 
selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya untuk 
laporan bulanan dan selambat-lambatnya tanggal 20 pada 
bulan januarl tahun berikutnya untuk laporan akhlr. 
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3) Pelaksanaan penggunaan Alokasl Dana Desa 

yang mellputl belanja operaslonal pemerlntahan 
desa dan belanja pemberdayaan. 

4) Permasalahan yang dihadapl dan usaha yang 
t.elah dllakukan untuk mengatasi permasalahan 
tersebut. 

5) Penutup. 
Sistematika pelaporan beserta format laporan dengan 
menggunakan sebagalmana (Form 6). 

,, 

Hal-hal yang per1u dlperhatikan dalam pengawasan ADD adalah 
sebagal berikut: 
1. Kepala Desa melakukan pemeriksaan minima! 3 bulan sekall 

terhadap pengelolaan keuangan ADD yang dikelola oleh 
bendahara desa dengan membuat Berlta Ac.ara Pemerlk.saan 
Kas sebagalmana Form 7. 

2. Dlluar organisasl Pemerlntahan Desa pengawasan dllakuk.an 
oleh: 
a. Aparat pengawas fungslonal (Internal dan ekstemal) sesual 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 

b. Camat sesual Pasal 98 ayat (2) Peraturan Pemerlntah 
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa berkewaJiban 
melakukan pemblnaan dan pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan. 

• 



dto 

nGOR PANUSUNAN SIR.EGAR 

BUPAn LABUHANBAllJ, 

Dalam rangka menunjang pelaksanaan ADD maka SKPD 
Kec.amatan dapat merencanakan blaya pendukung kepada Tim 
Pendamplng Tlngkat Kecamatan sesual dengan ketentuan dan 
peraturan yang berlaku yang dlformulasikan melalui RKA SKPD 
Kecamatan yang bersangkutan. 

X. LAIN-LAIN 

Dalam rangka keslnambungan kebljakan ADD perlu dilakukan 
pembinaan oleh Tim Kabupaten, yaitu : 
1. Bagi desa yang dalam pe!aksanaan ADD dianggap berprestasi 

dapat diberikan penghargaan. 
2. Bagi desa yang penggunaan ADD tldak sesual dengan 

ketentuan atau ADD tldak selesai dilaksanakan dalam 1 (satu) 
tahun anggaran dlkenal sanksi bahwa Dana tahun berl<enaan 
tldak dibawakan kembali untuk tahun berikutnya. 

IX. PENGHARGAAN DAN SANKS! 
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c. BPD sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 

72 Tahun 2005 tentang Desa melaksanakan pengawasan 
terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan 
kepala desa. 

" 



KETERANGAN 
*) Berisi sesual masalan yang dlhadapl pada keglatan bulan yang dllapork.an 

( ) ( ) 

................... , 20 . 
KETUA TIM PENDAMPING 

TINGKA T KECAMATAN 
MENGETAHUI, 
CAMAT .. 

NAMA JUMWi DANA REAUSASI PERSENTASI MASAlJ\H PEMECA.HAN 
NO OESA KEGIATAN DITERIMA (Rp) (%) •) MASALAH 

(Rp) •) 
1 2 3 4 s 6 . 7 8 

REKAPITULASI I.APORAN PERKEMBANGAN PElAKSANAAN KEGIATAN ADD 
KECAMATAN KABUPATEN I.ABUHANBATIJ 
KEADAAN BUI.AN TAHUN ..••......... 

Form I : Contoh Blanako Rek.apltulasl Laporao Perkembanta.n Pelaksaoaan Keilatan ADD 

17 



KETERANGAN 
*) 8erlsl sesual masalah yang dlhadapt pada keglatan buJan yang dllaporican 

( ) ( ) 

................. , 20 .. 

KETUA TIM PELAKSANA DESA MENGETAHUI, 
KE PALA DESA .. 

KOOE NAMA JUML»l DANA REAUSASI P'ERSENTASI MASALAH PfMECAHAN 
NO R.El<ENING KEG1ATAN DITERIMA (Rp) (%) •) MASALAH 

(Rp} *} 

1 2 3 "' 5 6 7 8 

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN ADD 
DESA KEc.AMATAN KABUPATEN LABUHANBA1U 

KEADAAN BULAN TAHUN .. 

Form 2 : Contoh Blangko Laporan Perkernbana•n PtlaksanaH Keiiatan ADO 
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( ) ( ) ( ) 

KETUA LPMD, KEnJA BPO, 

, •. ., .• , I ,, •.••••. 20 ,,.,. 

MAMA BIAVA 
NO l(EQATAN VOUJMf MANFAAT 

ADO LAJNNYA SWADAYA (Rnl ('lb) 
1 2 3· 4 s 6 7 

DAFTAR R.ENCANA DEANITlf KEGIATAN / PEMBA.NGUNAN HASIL MUSBANGOES 
DESA KECAMATAN l<ABUPATEN LA8UHANBATU 

TAHUN . 

Form 3: Cot1toh Btangko Laporan Pcrkembangu Pelaksana1n Keglatan ADD 
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Keteraogan : 
•) Sltat dapat dlllSI : baru, rehab berat, peroallcan kedl, menambah UnlVvolvme, dll. 
• •) pillh salah satu 

( ) ( ) ( ) 

KE:lUA BPO, KEPALA DESA, KETUA LPMD, 

........... , 20 . 

NO MAMA VOlUME SIAYA SlFAT •) RSJl(JNOH 
MANFMT KEGIATAN ASIK .. ) 

1 2 3 • 5 6 7 

DAFTAR USULAN KEGIATAN KEGIATAN I PEMBANGUNAN HASIL MUS8ANGDES 
DESA KECAMATAN KABUPATEN UIBUHANBATU 

TAHUN . 

Form 4: Cootob Daftar Usulan Kegiatan I Persbangueau Hasll Musbangdes 
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KODE URAIAN JlJMLAH KET. R.EKENING 
J 2 3 4 

2 BELANJA 130.1100 llllll 

2./ Be lallja l.ang,sung 75.000000 

2.1.2 Belanja Barang I Jasa 2S.OOO.OOO 
2.1.2. l Belanja ~alanan Dinas S.000.000 
2.l.2.2 Bclan)a bahan/matcrial (pernel iba.raan kantor dan S.000.000 

perlcogkapan kantor) S.000.000 
2 1.23 Bclanjs A TI< S.000.000 
2.1.2.4 Bclastja cctak dan penggandaan S.000.000 
2.1.2 . .S Dst.. ............... 

2.1.3 Belanja Modal <n fl(\(\ nM 
2.1.3.2 Bclanje Modal Jaringan .S.000.000 
2.1.3.3 Belanje Modal ~bulwn badan jalan .S.000.000 
2.l.3.4 Belanja Modal Pengeresanjalan .S.000.000 
2.1.3 . .S Behaja Modal pernbustan dramasc/pa.ret S.000.000 
2.1 3.6 Bclanja Modal pcmbuatan jcmbala.n S.000.000 
2.1 3.7 Belanja Modal p<:mbangunan/rchab gedung k.antor .S.000.000 
2.1.3.8 Bcla.nja Modal pembangunan balai p<:Ttcmuan S.000 000 
2.1.3.9 Be lanje Modal p<:ng.adaan perlengkapan k 1111101 S.000.000 
2.1.3.10 Belanja Modal pengadean komputer S.000.000 
2.1.3.11 BclanJ& Modal pengadsan sarana air bersih S.000.000 
2.1.3.12 Dst ······················· 

t.: Belo'lfo Tldalc Langsung' .SS.000.000 

2.2.1 Bclanja Pcgawai/Pengh.e.silan Cctap 10.000.000 
2.2 I.I Tambahsn Penghasilan Kepale Desa S.000.000 
2.2.1.2 Tambahan Penghasilao Perangka1 Oesa la1nnye S.000.000 

2.2 4 Betanja Biunuan Sosial ,nonnooo 
2.2.4.2 Banruan pengembangan sosial budaya .S.000.000 
2.2.4.3 Banruan Kcagamasn .S.000.000 
2.2.4.4 Bantuan Pcrnbinaan generasi muds .S.000.000 
2.2.4 . .S Bsnruaa bieya penyaluran rask1n .S 000.000 

DESA 
KECAMATAN 
TAHAP PERTAMA 

RENCA.NA PENGGUNAA.N DANA (R.PO} 
Al.Ol<ASI DANA DES.A 

Form S : Contob rencana Penggunaan Dana 
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( ) ( ) ( ) 

KEPALA DESA ICElUA TIM 
PENDAMPING KECAMATAN 

(.AMAT 

MENGETAHUI 

( ) 

........... , 20 . 
TIM PEl.AKSANA DESA 

KEnJA 

21.S Belanja Butuan Kcuangan ---.. < N\L\ fV\I\ 

2.2 . .S.J Bantuan operasional LK.MD 5.000.000 
22.5.2 Bantuan operasional PKK 5.000.000 
2.2.S.3 Bantuau opcrasional posyandu S.000.000 
2.2 . .S.4 Bantuun operasional BPD 5.000.000 
2.2.S.S Bantuan modal usaha kclompok rnasyarakst S.000.000 

JUMLAH BELANJA 
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Meoguralkan tentang : 
A. Keslmpulan taporan 
B. saran tlndak yang dlper1uka0 

V. PENlfTUP 

Uralan menge<1c1l hal·hal : 
A. PermaSlal\an yang meocakup peoyelenggaraan program kerja dan pelaksanaan 

peoggunaan alokasl dana oesa. 
8. usaha yang tetah dllalwkan untuk meme<:ahkan masalah 
c. Masalah·masalah yang belum terpecabxan 

Maten menyangkut : 
A. Reallsasl AJokasl Dana Desa : 

1. C)pet'aSk)Oal Pemertntal\an Desa 
2. Pemberdayaan Masya.rakat 

B. Manraat (dlhubuogkan dengan program kerja}. 

N. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN USAHA YANG TEL.AH Oil..AKUKAN UNnJK 
MENGATASl PERMASAI..AHAN 

Materl dapat beriSI antara lain : 
A. Peoye!eoggaraan admlnistrasl pe,icantoran 
B. Penlngkatan pelayanan Masyarakat 
c. Pemblnaan masyarakat dalam usana menlngkatl<an swadaya, pertlSlpasl dan gotoog 

- royong masyarakat 
D. Pemb!oaan lembaga - lembaga kemasyarakatan 
E. L.aln-laln yang d!aoggap perlu 

Ill. PEl.Al<SANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA OE.SA YANG MEUPUTI OPERASIONAl. 
PfMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASVAAAKAT 

Materi dapat berlsl anlara lain : 
A. Keadaan umum desa mellputl kondlSI geografis, keadaan penduduk, keadaan soslal 

budaya dan keadaan pemerintahan. 
8. Dasar pemboat:an taooran 
C. Tujuan pembuatan tapeean 

n. PROGRAM Kf.RlA DI BIDANG ~LENGGARAAN PEMEERINTA.HAN DESA DAN 
PfMBERDAYAAN MA'>YAAAXAT 

I. PENOAHUWAN 
TAHUN ••• -, . 

DE.SA. KECAMATAN •.•••.•••••.•••••.••• 

Form 6 : Contob SlstematlkB Laporao Akhlr 
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( ) 

PENDAMPING KECAMATAN 

( ) 

CAMAT . 

( ) 

KEPALA DE.SA 

Mengetahul 
KETUA TIM 

( ) 

Ketua Tim Pelaksana Desa 

: 1. Foto keglatan dari 0% sampal clengan 100% 
2. Laln·laln 
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Dlbuatdl 
Pada tanggal 

U\MPIRAN 



( ) (. ) 

aendahara, Kepala Desa .. 

...................... , 200 .. 

Keterangan : . 
(Apablla terja(ll pert>edaan angka aotara satoo buku dan saldo leas) 

Demlklan Berna Aeara lnl dlperbuat oer.gan sesungguhnya . 

Rp .. 

Rp . 

(5ald0 Bulcu) 

(Saldo Kas) 

Rp . 
Rp . 

telah melakukan pemertksaan kepada : 
NAMA .. 
Jabatan : Bendahara Desa . 
Keterangan : Yang dltun)uk deogan sorat Keputusan Kepala 

Desa . 
Nornor tanggal.. . 

oengan hasll sebagal berlkut : 
- Jumlah Penerlmaan s/d tgl. .. 
- Jumlah Pengetuaran s/d tgl.. . 

: Kepala Desa . 
: Yang dlangkat sebagal Kepala DeSa sesual deflgan Keputusan&Jpatf 

Laoohanbat\J Nomor tanggal. . 

NAMA 
Jabatan 
Xeterangan 

Pada hart Int taoggal boten tahun .. 
Yang bertanda tangan dlbawah Inf: 

BE.RITA ACARA PEMERJKSAAN IC.AS 

J 
Form 7 : Cotob Berita Acara Pemerik.saan Kas 

f 
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